
BUPATI PURWORE*J0
PROVINSI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PURWOREUO
NOMOR 9G TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREUO ,

Menimbang:    a.   bahwa Kecurangan (frztd) yang berbentuk tindak pidana
korupsi,   penyalahgunaan   aset,   dan   Kecurangan   pada
pelaporan   di   lingkungan   Pemerintahan   Daerah   harus
dikendalikan agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah
sejalan  dengan  amanat  Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   bahwa proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum
sepenuhnya           mempertimbanghan           Pengendalian
Kecurangan  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat;

c.   bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman
dalam     pelaksanaan     Pengendalian      Kecurangan     di
lingkungan  Pemerintah  Daerah,  perlu  diatur  ketentuan
mengenai     pedoman      Pengendalian     Kecurangan     di
lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  ditetapkan  dengan
Peraturan Bupati;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,  hunrf b,  dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan     Bupati     tentang     Pedoman     Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:       1.   Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang     Nomor     13     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah-daerah       Kabupaten       D alam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Tengah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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3.   Undang-Undang    Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (I,embaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa  kali   terakhir  dengan   Undang-
Undarig Nom6r 6 Tahun 2023 tendari8 Pedetapari Peratiiran
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2022   tentang   Cipta   Ken.a      Menjadi   Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor
41,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856);

4.   Undang-Undang     Nomor    30     Tahun     2014     tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

5.   Peraturari  Pemerintah  Nomor  60  Tahun    2008  tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  12-7,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor  73j  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTU§KAN:-

Menetapkan:   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEDOMAN  PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal   1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur

penyelenggara   Peinerintahan   Daerah   yang   memimpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan daerah otonorli.

3.   Bupati adalah Bupati purworejo.
4.   Pelapor adalah Aparatur sipil Negara dan/atau masyarakat

yang    melaporkan    adanya    i-ridikasi     Kecuran8an    di
lingkungan Pemerintah Daerah.

5`.   Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan §ecara tidak
jujur dengan tujuan untuk memperoleh k;rintungan atau
mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu,
memperdaya   atau   cara-cara   lainnya   yang   meianggar
ketentuan p eraturan perundangan-undangan.
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6.   Risiko    Kecurangan    adalah    kemungkinan    teljadinya
Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika
risiko tersebut teljadi.

7.   Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan
diselenggarakan     secara     spesifik    untuk     mencegah,
mendeteksi dan merespon risiko dan kej adian kecurangan.

8.   Audit  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif
dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk in-enilai
kebenaran,  kecemiatan,  kredibilitas,  efektivitas,  efisiensi,
dan  keandalan  informasi  pelaksanaan  tugas  .dan  fungsi
Perangkat Daerah.

9.   Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk    memastikan    bahwa    kegiatan    tersebut    telah
dilaksanakan sesual dengan ketentuan, standar, pedoman,
atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membaridingkan hasil
atau  prestasi  suatu kegiatan  dengan  standar,  pedoman,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan falstor-
faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

1i. f5emantauan  adaiah  proses  penilaian  kemajuan   suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan   Bqpati   ini   4it9tapkan   dengap   maksud   untuk
memberikan  landasan  hukum  dan  pedoman  Pengendaliin
Kecurangan di lin9kungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

.4*t?¥±  _Pg_Egg_qga±iep  _Kgg¥.re±gap  ±i  !i_qg~kypgep  _Pg_r¥g_±=£a±
Daerah meliputi:
a.   kebijakan anti Kecurangan;
b.   struktur anti Kecurangan;
c.   standar perilaku dan disiplin;
d.   penilaian Risiko Kecurangan;
e.   manajemen sum.ber daya manusia;
f.    mana].emen pihak ketiga;
9.    sistem pelaporan pelanggaran (zuhz.s£Zebzozuz.7ig);
h.   deteksi proaktif;
i.    investigasi; dan
j.    tindakan korektif.
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Pasal 4

(1)  Pedoman     Pengendalian     Kecurangan     di     lingkungan
Pemerintah  Daerah  tercantum  dalam  Lampiran  I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(2)  Strategi     Implementasi     Pengendalian     Kecurangan    di
lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran
11 yang merupakari bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan  peraturan             Bupati           ini         dengan
penempatannya  dalam  Berita  Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

Diundangkan di Purworejo
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREUO
NOMOR  9GTAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMEklNiAH-DAERAH

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII DAERAH

I.   LATAR BELAKANG
a.      Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah

didesain  dan  diselenggarakan  bukan  untuk  menggantikan
proses atau sistem manajemen risiko dan pengendalian intern
yang  telah  ada,  namun  ditujukan  untuk  memperkuat  dan
meleiigkaSifi5ia  tefutaina  dalajii  fiat  inefiangafii  fi5ik6  daft
kejadian Kecurangan.

b.     Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah

C.

adalah  Btipati  sebagal  unsur  peliyeleliggara  Pemerifitahafi
Daerah yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
periu  didesain  dan  diselenggarakan  secara  spesifik  dengan
beberapa pertimbangan berikut ini:
1.  Karakteristik Kecurangan yang unik dibandingkan dengan

jenis risiko lain, yaitu:
a) Kecurangan   sangat   mungkin   melibatlran   pemilik

Risiko Kecurangan dalam bentrik koliisi dengan pihak
lain dan/ atau pengabaian terhadap pengendalian;

b) Kecurangan bersifat tersembunyi dan disembunyikan;
c)  terdapat   kemungkinan   bahwa   Kecurangan   telah

teriadi  dan  sangat  mungkinkan  teljadi  pada  setiap
organisasi;

d) dampak nyata atas kejadian Kecurangan yang teljadi
pada  setiap  organisasi  tidak  dapat  diukur  hanya
dengan kerugian dalam nilai satuan uang dan reputasi
organisasi;

e)  manusia dan situasi berubah dalam periode tertentu,
dan  sebagian  perubahan  itu  dapat  meningkatkan
Risiko Kecurangan;

P  setiap orang di dalam dan di luar organisasi memiliki
peran dalam mencegah dan mendeteksi Kecurangan.

2.   karakteristik pengendalian intern yaitu:
a) tidak  ada  sistem  pengendalian  intern  yang  dapat

memberikan   jaminan  ` absolut   dalam    menangani
Kecurangan;
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b) menerapkan pengendalian intern mungkin tidak dapat
mengatasi     seluruh     Risiko     Kecurangan     pada
organisasi;

c) Risiko    Kecurangan    membutuhkan    pengendalian
khusus untuk memitigasinya;

d) tidal€  crildip  mengandalkan  kegiatan  Audit  sebagai
satu-satunya instrument deteksi Kecurangan;

e) dalam   upaya   mengimplementasikan   Pengendalian
Kecurangan,  sangat  penting  bagi  organisasi  untuk
menilai    dan    secara    terus    menerus    memantau
efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi.

11.   KECURANGAN
a.      Definisi dan Klasifikasi Kecurangan

1.      Kecurangan  adalah  perbuatan  yang  dilalqukan  secara
tidak    jujur    dengan     tujuan    untuk    memperoleh
keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara
menipu,   memperda.ya,   atau   cara-cara   lainnya  yang
melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

2.      Kecurangan  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  kelompok
utama yaitu:
a)     Korupsi;
b)     Penyalahgunaan Aset; dan
c)     Pelaporan curang.

b.      Korupsi
1.       Definisi

a)     Penyalahgunaan     wewenang     yang     merugikan
organisasi,     pemangku    kepentingan    organisasi
dan/atau  merugikan  negara  untuk  mendapatkan
keuntungan pribadi baik secara langsung atau tidak
lan8sung;

b)     Perbuatan memperka.ya diri sendiri atau orang lain
atau suatu kolporasi secara melawan hukum.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999
tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-I+ndang
Nomor  20  Tahun  2001   tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  31   Tahun   1999   tentang
periibei-afi`ta§in Tiiidal€ pidaiia K6fup§i givafig §efifig
ditangani  aparat  penegak  hukum  adalah  tindak
pidana  korupsi  yang  terkait  dengan  pasal  2  dan
pasal 3, yaitu sebagai berikut:
1)     Pasal2:

Setiap   orang  yang   secara  melawan   hukum
melakuka]i perbuatan memperkaya  diri sendiri
atau orang lain atau suatu kolporasi yang dapat
merugikan         keuangan         negara         atau
perekonomian negara.



2)     Pasal3:
Setiap  orang  dengan  tujuan  menguntungkan
diri    sendiri   atau    orang   lain    atau    suatu
korporasi,     menyalahgunakan     kewenangan,
kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya
karena. jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat-ri€rigikan      ~-keuang-in~--`  -`ri-€gara.---     a-fau

perekonomian negara.
2.      JenisKorupsi

a)     Benturan kepentingan
Benturan  kepentingan  merupakan  situasi  dimana

a:%ee9£g8anyeBgrda==Pk€aefa¥=Tatu-E#apseain9Pridfg
undangan      memiliki      atau      diduga      merniliki
kepentingan  pribadi  atas  penggunaan  wewenang
yang   dimilikinya   sehingga   dabat   memengaruhi
kualitas   dan   kinelja   pelaksanaan   kewenangan
tersebut.

b)     i-e-fyiia`b`an
Penyuapan    merupakan    tindakan    menawarkan,
memperi, atau meminta sesuatu y.ang memiliki nilai
untuk    memengaruhi     suatu    kep-utijsan    yarig-
merugikan   pihak   lain.   Penyuapan   juga   suatu
tindakan  memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu
kepada pihak tertentu dengan maksud supaya pihak
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesua.tu dalam
Jiaebwa:g¥b:![:Jya     yang        bertentangan        dengan

c)     Gratifikasi yang tidak sah
Gratifikasi  yang  tidak  sah  merupakan  pemberian
sesuatu  yang  memiliki  nilai,  sebagai  hadiah  atas
suatu keputusan yang telah dibuat oleh si penerima

#g].peGinr3g:}=asfsgsauna8tud£¥eggapasseubftgriafps]Ef
tertentu karena atau berhubungan dengan sesuatu
yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan
ata.ri      tidak      dilakukan      dalam     jabatannya.
Pemberian/ hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan ka.rena. telah melakukan atau, tidak
mel-alinkan     sesuatu     d.alaln    j-abatannya    yang
bertentangan dengan kewajibannya

d)     Pemerasan
Pemerasan    merupakan    suatu    tindakan    yang
dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang

iiEeras¢ip.8appem~=`reapsg£Pa-k£~:inpgE=ee¥£ndfa=-
dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri atau
orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan
menyalahgunakan        kekuasaannya        memaks a
seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau

=-:-=::±b¥£==:sa¥a¥fuapbgap-8gnp;0;t.°P8apatauqptq±`
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C.

e)     Jenis korupsi iainnya yang tercakup daiam definisi
tindak     pidana     korupsi     menurut     peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jenis    Korupsi    berdasarkan    definisi    di    dalam
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun   1999  tentang
Pemberantasan Tindal£ Pidana Kofupsi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun   2001   tentang   Perubahan   Atas   Undang-
Undang     Nomor     31      Tahun      1999      tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:
1)      kerugian keuangan negara;
2)      suap-menyuap;
3)      penggelapan dalamjabatan;
4)      pemerasan;
5)      perbuatan curang;
6)      benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7)      gratifihasi.

Penyalahgunaan Aset
1.

Pengambilan aset secara tidak sah dan tanpa izin;
Pihak  yang  diberikan  tugas  dan  tanggungjawab
untuk mengelola aset menyalahgunakannya untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.

2.      Jenis
a)     Penyalahgunaan aset yang bersifat kas;
b)     Penyalahgunaan aset yang bersifat kas dapat berupa

pencurian kas, atau pembayaran kepada pihak yang
tidak  seharusnya  dan/atau  dengan  jumlah  yang
tidak seharusnya.

a))   5::#£E::= :sseettyy=ggp::::fi?:tn::ffis be-pa
penyalahgunaan persediaan atau aset lainnya.

.d.     Pelaporan curang
1.       Definisi

Tindakan   yang   dilakukan    dengan    sengaja   untuk
me'nyajikafi   ihforinasi   yang   tidak   b.e'fiar   atau   tidak
sepenuhnya  benar atau  menghilangkan  sebagian  atau
seluruh informasi dalam laporan keuangan atau laporan
manajemen.

2.      Jenis
a)     f5enyajian    informasi    keuangan    dan    informasi

manajemen yang lebih tinggi dari yang seharusnya.
b)     Penyajian    inforlnasi    keuangan    dan    inforlnasi

inanajeineh yarig lebih relidah darn yang sehariisnya.
e.      F`aktor-F`aktor penyebab Kecurangan

Terdapat  banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  seseorang
melakukan tindakali Kecuran-gan. Pada kejadian Kecurangafi
yang berbeda, faktor-faktor penyebabnya sering kali berbedaL
pula.
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Salah satu model yang dapat digunakan untuk menjelaskan
alasan   seseorang   melafukan   Kecurangan   adalah   model

::E]£:ffanK;c=rganmge¥Lnj¥#e±,LnLwdfdg:]¥5,a=£:f:ranh:g
merupakan hasil dari gabungan tiga faktor, yaitu tekanan atau
in,otif, k.esempatan, dan rasionalis.asi.
1.      Tekanan  atau  motif  merupakan  pendorong  seseorang

untuk melakukan Kecurangan dan pada dasamya teljadi
kareha  ke§erakahari  atau  adatrya  kebuttlhafi  sebagal
akibat  dari  kesulitan  keuangan.  Dorongan  seseorang
untuk melakukan Kecurangan, di antaranya karena:
a)    Tekanan  keuangan,  antara  lain  adalah  memiliki

terlalu    banyak    utang,    gaya    hidup    melebihi
`       ±equampuapi k.euangan,.clap keserakahan.;     .
b)    Tekanarl   1ingkungan   kelja,   antara   lain   berupa

kurang  dihargainya  prestasi/kinerja,  gaji  rendah,
dan tidak puas dengan pekeljaan;

c)     Kebiasaan  buruk,  antara  lain  berupa  kecanduan
narkotika dan  obat terlarang, judi,  dan  minuman
keras;

d)    Tekanan lain,  sebagai contoh adalah tekanan dart
istri,   suami   atau   anak  untuk  memiliki   barang
mewah.

2.      Kesempatan     biasanya     timbul     karena     iemahnya
pengendalian  intern  dalam  mencegah  dan  mendeteksi

}=grdaanbgaefniepni`i:g¥ap±n£±k%Setirp€a9tpftrifi#±##-faka£
Kecurangan, di antaranya adalah:
a)   -Eeegfg:r=angg¥pagae-::g¥#ecupre=afu=¥  g£¥
b)    Terbatasnya  akses  teinadap  informasi,   terutama

inforlnasi terkait peril?ku pegawal;
c)     Ketidakmampuan    dalam   menilai   kualitas    dan

hinelja pegawai;
d)     KurangnyajejaJg Au.dit.

3.      Dalam   melakukan   Kecurangan,   pelaku   Kecurangan
mencari  rasionalisasi  atau  pembenaran  atas  tindakan
Kectiiangafi yang dilafukafifiya.  Pe-inbefiaiari  tifidakah
Kecurangan    yang    sering    digunakan    oleh    pelaku
Kecurangan, di antaranya sebagai berikut:
a)     Pelaku  Kecurangan  menganggap  bahwa  tindakari

yang dilakukannya merupakan sesuatu yang wajar
.       gap.bang?k dilakukan oleh orang lain; `
b)     Pelaku   Kecurangan   merasa  sangat  belj.asa  bagi

organisasi dan merasa bahwa imbalan atau gaji yang
diterima   seharusnya   lebih   besar   dibandingkan
dengan imbalan yang diaterima saat ini;

c)     Pelaku  Kecurangan  menganggap  bahwa  tindakan
yang dialakukan bertujuan baik dan kerugian akibat
tindakan     yang     di-alakukan     nantiftya     akan
dikembalikan,
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Ill.     RISIKO       KECURANGAN       DAN       STRATEGI       PENGENDALIAN
KECURANGAN
a.      Risiko    Kecurangan   didefinisikan    secara   umum    sebagai

kemungkinan terjadinya Kecurangan  dan  dampak potensial
jika Risiko Kecurangan tersebut benar teljadi;

b.     Tin9fat   kelriungkinan   dan   tin8]£al   dampak   dari   Risiko

C.

Kecurangan   dipengaruhi   oleh   tingkat   kerentanan   entitas
pemflik  Risiko  Kecurangan  terhadap  tekanan  atau  motif,
kesempatan,  dan  rasionalisasi  untuk  berbuat  Kecurangan.
Dengan demikian, desain dan penyelenggaraan Pengendalian
Kecurangan  diarahkan untuk mengurangi  setidaknya salah
satu fcktor dari model Kecurangan segitiga tersebut dengan
tiga jenis strategi yaitu pencegahan, deteksi dan respon.
Strategi Pencegahan
Strategi  pencegahan  adalah  keseluruhan  upaya,  cara,  dan
metode  dalam  mengelola  sumber  daya  organisasi  dengan
tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya fakt.or
risiko, dan penyebab Risiko Kecurangan.
Terdapat beberapa jenis pencegahan, antara lain:
1.      Edukatif  yalfu   ui5aya   pefieeg~aliafi   yafig   foku§   i5ada

peningkatan    kesadaran    Risiko    Kecurangan    serta
pengembangan   sikap  dan  perilaku  anti  Kecurangan
melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;

2.      Preemtif  yaitu  kegiatan   pencegahan   antisipatif  yang
sifatnya   mendahului   sebelum   timbul   faktor   risiko,
sumber risiko dan penyebab Risiko Kecurangan;

3.      Penangkalan yaitu  upaya  pencegahan yang  dilakukan
saat    berlangsung    aksi    berbuat    Kecurangan    yang
teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan pen].agaan
yang efektif;

4.      Penggentaran  atau  deterensi  yaitu  upa.ya  pencegahan
yang    sifatnya    meningkatkali    kemungkinari    suatii
Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam
untuk   ditin.dak   dengan   keras   pdan   I.egas   s.ehingga
menimbulkan rasa takut untuk berbuat.

d.     Strategi deteksi
§trategi deteksi adaiah keseluruhan upaya, cara, dan metode

e.

dalam  mengelola   sumber  daya  organisasi  dengan   tujuan
untuk   mengidentifikasi,    menemukan   serta   menentukan
keberadaan dan keteljadian Kecurangan.
Strategi respon
Strategi respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode
dalam  mengelola  sumber  daya  organisasi  dengan  tujuan
untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau
menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan,
sedang atau telah teljadi.

¢



i.      Ketiga strategi pengendalian  Kecurangan  tersebut tercermin

8.

dari struktur,  sistem dan kultur organisasi dan terkandung
dalam b.erbagai tindakan dan kebijakan, peraturan, pedoman,
petunjuk   teknis,   petunjuk   pelaksanaan,   panduan,   serta
prosedur kegiatan baku dan desain pengendalian lainnya.
Ketiga  strategi  tersebut  perlu  diikhtisarkan  dalam  sua.tu
rencana Pengendalian Kecurangan agar efektivitasnya dapat
diukur,    dinilai,    ditingkatkan,    dan    dievaluasi    sehingga
terwujud perbaikan yan'g berkelanjutan.

IV.     RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
a.    Rencana   Pengendalian   Kecurangan   adalah   keseluruhan

strategi Pengendalian Kecurangan yang diikhtisarkan dalam
suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik
Risiko Kecurangafi.

b.    Rencana   Pengendalian   Kecurangari   yang   efektif  memuat

:Fnaj:tip;:E:=dgi¥e:5:rE=gianyK=c:rm=:giandyufguseE¥E:
kelengkapan   spesifik   yang   terdapat   dalam   desain   dan
penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan yang  diperlukan
untuk   me.ncegah,   mendeteksi   dan   merespon^  risiko   dan
kejadian Kecurangan secara efektif.

c.    Sepuluh atribut rencana Pengendalian Kecurangan  tersebut
adalah:
1.      kebijakan anti Kecurangan;
2.      struktur anti Kecurangan;
3.      standar perilaku dan disiplin;
4.      penilaian Risiko Kecurangan;
5;      ffianajeffiefi §t]rfibef daya inahti§ia;
6.      manajemen pihak ketiga;
7.       sistem.pelap.oran pelanggaran (w7risfzebzot#z'ng);
8.      deteksi proaktif;
9.      investigasi; dan
10.    tindakan korektif.

d.    Kebijakan Anti Kecurangan
Kebijakan  Anti  Kecurangan  merupakan  kerangka  regulasi
±:-=gp££:-:£ta;±anr:-q8#e:appke=8e%8catig-figs:[ap6feahppei±miTfia=
organisasi. Kebijakan Anti Kecurangan memberikan kerangka
implementasi bagi `organisasi dalam upaya mengelola Risiko
Ke6urangan.      .Dalari      konteks      r6ri6ana      P-engendalian
Kecurangan, kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan
bagaimana Kebijakan Anti Kecurangan Terint;egrasi berperap
meinperkuat  pengendalian  intern  organisasi  agar  tercapai
tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anti Kecurangan jug`a mengatur bagaimana §inergi
antara tribut rencana P`engendalian Kecurangan.   Kebijakah
Anti   Kecurangan   dapat   beljalan   efektif   apabila   syarat
fundamental   telah   teapenuhi,   yai.tu   komitmen   pipipinan
organisasi untuk mengimpiementasikannya serta terciptaliya
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e.

budaya  anti  Kecurangan  organisasi  yang  selaras  dengan
strategi Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan organisasi.

=9e¥ca¥±Sankeb±U.eapka=hb=ka:rgg£¥:s:eb£:¥t££g=m#rFtinntgs¥
sebagal    petunjuk    tentang    ekpektasi    dari    pemangku
kepen.ting.an,    pimpinan    organisasi    dan    setiap    anggota
organisas-i.
Struktur Anti Kecurangan

:at=ke::]nag¥gb8iieg]=1gn}gfdnal=¥K=ce:[±]:ia.8£T=tapeknei];#g
tersebut terwujud apabila terdapat Struktur Anti Kecurangan
yang bertujuap untuk meyakinkan bahwa hasi| strategi apti
Keciirangarl   dapat   tercapal   secara   keberlanjutan.   Selaln
mendemonstrasikan komitmen anti Kecurangan, struktur anti
Kecurangan     juga     bertujuan     menyeleraskan     rencana
Pengendalian   Kecurangan   dengan   tujuan   organisasi   dan
memastikan   Rencana   Pengendalian   Kecurangan    sejalan

8:fu8kapinieefi%¥#fasr££!§£fpa±dg±ipfata¥t9-±8e#a±Ssggmemiiiki
fungsi      mengelola      sistem      Pengendalian      Kecurangan,

Faerinipgtgik£T£:£¥ba,Pt-¥8£Parfep±8ffki¥ap8fjE9iefkiap=e:raegk¥
melaksanakan tugas Pengendalian Kecurangan.
`ggggge§foigftK:#gteAg¥€-¥::¥:Fagal¥an€-q£Kee!catirapahgp£[de;-kafiapg
diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas:

i:E:EkT-taatugesaii¥riE3gfeenfiqfaa!siiep¥::::a£Ea-n8gpeea-g3-eE¥¥Lj
Kecurangan;

2:-E:|#rkk=-R=v::q?atqfesni::efiE¥|gg£-gceulu=tsg€y=gte|ah
diterapkan.

gin;trgk=q;:a!f,p:iieFaE:ttidT'Lapf±er.diienidsgub::iagar;efgan£=
yang  ditunjuk  jika  ukuran  suatu  organisasi  masih  kecil,
Pembentukan  struktur  ini  mempertimbangkan  aspek biaya
dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi`.
Syarat  utama  dari  unit  keq.a  ini  adalah  memiliki  akses

i=d8=un:sk£Pa±mfjnarandpale=eriEteTaka:ana:a=dteu¥=nJ:misa¥:
independen  dan  memiliki  kewenangan  lebih  tinggi  untuk
mengkoordinasikan    implementasi    rencana    Pengendalian
Kecurangan dengan unit kelja lain.

f.     Standar perilaku dan Disiplin

S:angqb=LeEe£Lj:d±apbope±£±EL£±Lnakmumke:guoEearLkp=gamwe=,g:±pn%al£=:a
yang legal dan ilegal,  serta sanksi yang akan diberikan jika
pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin.
Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya
anti Kecurangan yang menjadi pondasi dalaln pembangunan

:isgtgsa8i9.P-%eei£]Pn¥tu?¥tanp:=def:gEfa g=qrDqi%Fp#-n #:
ditetapkan  oleh  organisasi  harus  selaras  dengan  visi,  misi,
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tujuan,     dan     sasaran     strategis     organisasi.     Tujuan
pengembangan standar perilaku anti Kecurangan antara lain:
1.  menetapkan   standar   perilaku   bagi   seluruh   anggota

organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
2.  memberikan  arahan  dan  petunjuk  mengenai  perilalm

yaps  .ses¥¥  €e.qge±±  Stap€er  _Pe_±!e!su  de±:I  P±sip!i_p  di
organisasi;

3.   mendefinisikan  kriteria  yang jelas  mengenal  apa  yang
akan dilakukan oleh organisasi ketika teljadi pelanggaran
etika/disiplin.

9.    Penilaian Risiko Kecurangan

[Pdeeprifi#]Fas-P;±Si±&i¥iese¥kape8v=u-B:irFinpsfE3=K::;life-gaig:s::;Sge=
salah    safu   atribut   rencana   Pengendalian   Kecurangan,

=e=]a:±eafenR]£±sk±%o KKeeccuurra=gg=  ym=FPsafagnat  ::gfti=g  8g
knisial.        Keb eradaan        atribut        ini        menunjukkan

::-#ida9dpa¥;£[-kasi-:¥:dg}¥;VftasK::|=anp:9£e§Pi§#Sy=8]rir£=i:
mengidentifikasi    siapa,    dimana,    kapan,    mengapa    dan

±aeginar;Eaas:[akfecdu££ggantepr:3£±k±::£j]¥gu:i;£g=Kye=ugr¥agpaant
menjadi  dasar  untuk  merencanakan  mitigasi  risiko  secara
terukur dan komprehensif. Penilaian Risiko Kecurangan juga
menjadi  alat analisis  dan  evaluasi kelemahan  Pengendalian
Kecurangan     sehingga.     dapat     ditemukan     solusi     atas
Kecurangan yang masih teljadi.

h.   Manajeman sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian proses
perencanaan, pengorganisasiap, pengarahap dan pengawasap
kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan Sumber Daya
Manusia agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan
tujuan pembangunan nasional.  Dalam konteks PengendaJian
Kecurangan, manajemen Sumber Da.ya Manusia merupakan
upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan
suatu   komunita.s   dalam   organisasi  yang   imun   terhedap
Kecurangan.
Beberapa-  aspek  utama  manajemen  Sumber  Daya  Manusia
sebagai atribut Penilaian Risiko Kecurangan adalah:
1. uji  tunt.a.s  pada pros.es  rekrutmen  .dan  promosi  pegawai.

Kegiatan   ini  dapat  dilakukan  melalui  wawancara  dan
pengecekan  latar  belakang  terkait  dengan  keterlibatan
pegawai   pada   kasus   Kecurangan,   akurasi   kualifikasi
pegawai   atau   adanya   relasi/kerabat   dengan   instansi
pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan
benturan kepentingan ;

2. klausul-klausul kebijakan anti Kecurangan pada kontrak
kelja;



3. Iarangan   untuk   melakukan   tindakan   balasan   atau
diskriminasi,  atau memberikan  sanksi kepada pelaporan
pelanggaran yang beriktikad baik.

4.klausul     kehilangan     bonus     yaitu     pegawai     wajib
mengembalikan  bonus  yang  didapat  apabila  ditemukan
+iin§iir   Ke6iiringan   dalain   prises   inemperoleh   bonris
tersebut.

i.       Manajemen pihak Ketiga
Dalam  menjalankan  kegiatannya,  organisasi  berhubungan
dengan individu,  organisasi dan entitas lain baik hubungan
yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.  Hal ini
menjadikan  Risiko  Kecurangan  tidak  hanya  berasal  dari
intemal    organisasi   namun   juga   dari   pihak   eksternal.
Organisasi  mungkin  mempunyai  hubungan  dengan  agen,
terlibat    dalam    suatu    keljasama    operasi,    konsorsium,
memperkerjakan      konsultan,      kontraktor/subkontraktor,
pemasok  barang,  penyedia  jasa/1a.yanan,   distributor,  dan
bertransaksi dengan konsumen dan pengguna la.yanan publik
serta berinteraksi dengan   orang yang popular secara politis
dan masyarakat secara umum.
Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber
dari   pihak   ketiga   tersebut   dengan   mempertimbangkan
perannya bagi  organisasi,  akses  tei.hadap  data dan  sumber
daya organisasi dan tingkat tanggungjawab orgamisasi apabila
pihalf ketiga melakukan Kecurangan.
Dalam   rangka   memitigasi   Risiko    Kecurangan   tersebut,
terda.pat  beberapa  aspek  utama  manajemen  pihak  ketiga
sebagai atribut Penilaian Risiko Kecurangan yaitu:
1.  Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu

melakukan  uji  tuntas  sesuai  dengan  Risiko  Kecurangan
yang  terkanding  dalam  hubungati  dengan  pihak  ketiga
tersebut.  Uji tuntas bertujuan untuk meyakinkan bahwa
mitra   (baik   indivi.du   maupun   organisasi)   yang   als::an
berhubungan dan bekeH.asama dengan organisasi adalah
pihak  yang  memiliki  komitmen  anti  Kecurangan,  serta
kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. ijengan melakukan
uji   tuntas,    organisasi   dapat   mengidentifikasi   Risiko
Kecurangan    yang    dapat    berdalnpak    negatif    dalam
hubungall keq.asama dengan mitra.

2.  Strategi  komunikasi  yang  sesuai  kepada  pihak  ketiga
dalam   rangka   menginformasikan   kepada  pihak   ketiga
mengenai    nilai-nilai    anti    Kecurangan    yang    dimiliki
organisasi,  praktik yang lazim,  serta hak dan kewajiban
layanan organisasi.

3.  Pelatihan   yang   diperlukan   untuk   mengomunikasikan
kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur anti
Kecurangan,   termasuk   penggunaan   sistem   peiaporari
p elanggaran ( zuhisfzeb7ozuz.7'zg).



4.  Klausul   anti   Kecurangan   dalam   kontrak,   antara   lain
mensyaratkan  komitmen  pihak  ketiga  untuk  mencegah
penyuapan    dan    bentuk    Kecurangan    lainnya    yang
dilakukan oleh, atas mama, atau untuk keuntungan pihak
ketiga tersebut dan  hak untuk memutuskan  hubungan
dengan   pihak   ketiga   jika   terdapat   penyuapan   yang
dilakukan oleh, atas nana, atau untuk keuntungan pihak
ketiga  yang  terkait  dengan  transaksi,  proyek,  aktivitas,
atat htiburigan dengan o-rganisasi.

j.     Sistem pelaporan pelanggaran (W7tistzebzozuing -WBS
Salah   safti   faktor   peny.ebab   pengendalian   intern   tidak
sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya kolusi dan
pengabaian.      Adanya      sistem      pelaporan      pelanggaran
dimaksudkan  untuk  mengatasi  kelemahan  tersebut  yaitu
dengan mendorong peran aktif pegawal dan pihak ekstemal
organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan
Ke`curangan.
Untuk dapat efektif, pelaporan pelanggaran perlu dilengkapi
dengan        p erlindungan        bagi        Pelap or       pelanggaran
(zu7iis£Zebzozue7).   Perlindungan   Pelapor   pelanggaran   adalah
jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada
Pelapor  pelanggaran  dari  kemungkinan  tindakan  balasan
dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang
tidak   adil   maupun   sanksi   sosial.   Perlindungan   tersebut
memberikan rasa aman kepada Pelapor pelanggarari sehingga
dapat  memberikan  motivasi  kepada  semua  pihak  untuk
melaporkan kejadian atau indikasi Kecurangan.
Untuk   dapat   efektif,   pelaporan   pelanggaran   memerlukan
kepedulian   anggota   organisasi,   mitra   dan   masyarakat.
Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian Kecurangan,
sedangkan organisasi memiliki tanggungjawab untuk:
1.  memberikan   edukasi   mengenai   pentingnya   kepedulian

mitra organisasi dari masyarakat;
2.  mengambil tindakan jika menerima laporan;
3.  menjagr kerahasiaan pihal[-pihak yang terkait;
4.  menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
5.  mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai

kebijakan organisasi; dan
6.  memberikan umpan balik kepada pemberi informasi untuk

menunjukkan     bahwa    informasi    yang    disampaikan
ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindak lanjuti.

k.    Deteksi proaktif
Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijaJgan ysng
mencerrninkan  komitmen  organisasi  untuk  secara  proaktif
mencari  kemungkinan  teljadinya  sebuah  Kecurangan  dari
pada   menunggu   Kecurangan   itu   teljadi   dan   kemudian
berdampak   semakin   membesar.   Selain   itu,   peningkatan
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kemungkinan     tertangkap     saat     melakukan     perbuatan
seringkali    membuat   pelaku   Kecurangan    enggan   untuk
melakukan   perbuatannya.   Organisasi   dapat   membangun
sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko
yang dihadapi.  Organisasi  kecil dapat menggunakan  sistem
deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu
menggunakan    bantuan    teknologi    untuk    meningkatkan
kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan.

1.        Investigasi

in.

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin
bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi
secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur
internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan
informasi   untuk   mengetahui   atau   membuktikan   suatu
dugaan   kejadian   Kecurangan.   Organisasi   dapat   memilih
untuk   melakukan    investigasi   mandiri    apabila   memiliki
sumber daya yang cukup  dan kompeten,  atau  meneruskan
kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerjasama
dengan organisasi lain.
Tindakan Korektif
Tindakan    Korektif    merupakan    proses    identifikasi    dan
eliminasi  alcar  masalah   sehingga  masalah  tersebut  tidak
terulang kembali.  Dalam konteks Pengendalian Kecurangan,
organisasi    dapat    memilih    tindakan    hukuman    disiplin,
pelaporan kepada Instansi yang berwenang, pemulihan aset,
atau   pergeseran   konsepsi   (re;frczmz.rig)   budaya   organisasi
menjadi budaya anti Kecurangan agar upaya deterensi dapat
beljalan  lebih  efektif.    Tujuan  dan  manfaat  dari  tindakan
korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum
dalam  penanganan  Kecurangan.  Organisasi  perlu  memiliki
kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa
yang    akan    ditindak    melalui    tindakan    tertentu,    serta
bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan  tersebut tidak
ditiru   oleh   pegawai   lain,   dan   bagaimana   menciptakan
lingkungan     organisasi    yang    imun    terhadap    perilaku
Kecurangan
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STRATEGI IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I.     STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

S,trategi  Implementasi  rencana  Pengendalian  Kecurangan  (Prczztcz  Co7ttroz
PJcm-Fcf) pada Pemerintah Daerah fokus pada dua aspek yaitu eksistensi
dan implementasi Pengendalian Kecul.angan.
a.      Eksistensi peligendaliari Kecuringan

Eksistensi   Pengendalian   Kecurangan   adalah   adanya   kebijakan,
peraturan,   pedoman,   petunjuk   teknis,   petunjuk   pelaksanaan,
panduan,   prosedur   kegiatan   baku   (SOP)   atau   bentuk   desain
Pengendalian  Kecurangan  lainnya  yang  diperlukan  untuk  dapat
mencapal  tujuan  Pengendalian  Kecurangan.  Tujuan  Pengendalian
Kecurangan antara lain adalah:
1.      Mencegah, mendeteksi dini, dan merespon risiko dan kejadian

Kecurangan secara efektif, dan
2.      Mendukung    tercapainya    tu].uan    organisasi    dan    tujuan

pembangunan nasional melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan    pelaporan    keuangan,    pengamanan    aset,    dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b.      Implementasi pengendalian Kecurangan
Implementasi Pengendalian Kecurangan adalah:
1.      Telah terselenggaranya pengendalian Kecurangan sesuai dengan

kebijakan,   peraturan,   pedoman,   petunjuk  teknis,   petunjuk
peiaksanaan,  panduan,  prosedur kegiatan  baku atau bentnk
desain Pengendalian Kecurangan lainnya;

2.      Terbentuknya budaya anti Kecurangan dan kepemimpinan yang
kondusif bagi Pengendalian Kecurangan yang efektif;

3.      Personil  yang  melaksanakan  Pengendalian  Kecurangan  telah
ineinpiiri5iai  keweiiafigin  daii  k6inpefefi§i  .5rafig  6iiffip  §ei:±a
didukung    dengan    sumber    daya    yang    memadai    untuk
melaksanakan Pengendalian Kecurangan secara efektif.

11.     IMPLEMENTASI RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
a.      Atribut Kebijakan Anti Kecurangan

1.      Eksistensi Atribut
a}     Perencanaan strategis organisasi atau dokumen lain sejenis

yang memuat visi, misi, sasaran dan tujuan serta nilai-nilai
organisasi;
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b)     Peraturan  atau  pedoman  atau  bentuk  dokumen  iainnya
yang  memuat  informasi  mengenai  strategi  Pengendalian
Kecurangan;

c)     Petunjuk teknis, petun].uk pelaksanaan, panduan, prosedur
kegiatan  baku  (SOP)  atau  dokumen  desain  Pengendalian
Ke6tifin8an lalririya;

d)     Pakta integritas pimpinan organisasi sebagai bentuk formal
dari komitmen anti Kecurangan;

e)     Laporan    organisasi    kepada   pemerintah    dan    otoritas
regulator  terkait  kepatuhan  organisasi  pada  kebijakan,
program dan kegiatan pemerintah;

I)      Laporan   organisasi   kepada   lembaga   standarisasi   atau
lembaga    sertifikasi    yang    memuat    uralan    mengenai
kepatuhan organisasi terhadap norrna atau standar terkait
Pengendalian Kecurangan.

2.      Indikator Atribut
a)      Komitmen    anti    Kecurangan    telah    tercermin    dalam

pemyataan visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi;
b)      Secara   kumulatif   dokumen-dokumen   tersebut   telah

mengandung   sembilan   atribut   rencana   Pengendalian
Kecurangan lainnya;

c)      Secara   kumulatif   dokumenndokumen    tersebut    telah
mengatur tentang:
1)     Pemyataan  mengenai  komitmen  dan  selera  Risiko

¥99¥rapgan;-
2)     Garis besar peran dan tanggung jawab pengendaliafi

Kecurangan;
3)     Strategi pencegahan;
4)     Strategi deteksi;
5)     Strategi respon; dan
6)     Ififegi=a§i       arilala       §ffat-egi       i5efig6iidaliaii       afiti

Kecurangan.
3.      Cara Mengimplementasikan Atribut

a)      Pimpinan organisasi telah memberikan contoh penerapan
Kebijakan Anti Kecurangan.
Pimpinan       organisasi       berperan       penting       dalam
pengembangan     dan     implementasi     Kebijakan     Anti
Kecurangan.  Pimpinan  merupakan  fcktor  kunci  dalam
keb.erhasilan      implementasi      rencana      Pengendalian
Kecurangan    di    organisasi.    Pimpinan   yang    memiliki
komitmen anti Kecurangan akan menjadi norlna organisasi
dan  tercermin  dalaln  budaya  organisasi.  D-i  lain  pihak,
apabila pimpinan organisasi tidak memiliki komitmen anti
Kecurangan,  terdapat  kemungkinan  pegawal  mengikuti
pola perilaku pimpinan.
Dengan    adanya    Kebijakan    Anti    Kecurangan,    aka]i
memberikan  pesan  yang  kuat  kepada  para  pemangku
kepentingan bahwa pimpinan dan organisasi berkomitmen
untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik.



Pengendalian   Kecurangan   dimulai   darn   adanya   suatu
komitmen   atas   nilai-nilai   anti   Kecurangan.   Nilai   ini
diprakarsai     oleh     pimpinan     organisasi     dan     akan
menentuhan   arab   strategi   Pengendalian   Kecurangan.
Komunikasi  mengenai  komitmen  anti  Kecurangan  yang
jela§ din efektif ck-an meriberik-in Pe§in .yarig lfiiat kepada
para pemangku kepentingan baik di dalam atau di luar
organisasi     bahwa     organisasi     berkomitmen     untuk
menyelenggarakan  tata  kelola  organisasi  yang  baik  dan
bebas dari Kecurangan.
Wujud    komitmen    Pimpinan    Entitas    Pemilik    Risiko
Kecurangan dapat berbentuk:
1)     Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi

contoh   dan   teladan   bagi   pegawai   di   lingkyngan
organisasi.

2)    Komitmen  yang  dapat   dinyatakari   dalaln   bentuk
deklarasi  anti  Kecurangan  yang  dituangkan  secara
tertulis   dan   diumumkan   secara   terbuka   kepada
seluruh   pihak   internal   dan   eksternal   organisasi.
Komitmen    tersebut    kemudian    dikomunikasikan
melalui    berbagai    media    yang    digunakan    oleh
organisasi.

3)     Organisasi  mewajibkan  seluruh  pegawai  membuat
dan/ atau menandatangani pakta integritas atau surat
pernyataan tidak melakukan Kecurangan.

4)     Organisasi  juga   menyediakan   sumber   daya  yang
dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan,
balk  sumber  da.ya manusia,  infrastruktur,  finansial
maupun kebutuhan lain yang relevan.

5)     Organisasi melakukan respon yang tegas atas segala
tindakan Kecurangan yang teljadi di organisasi.

b)      Kebijakan Anti Kecurangan yang dikembaligkan organisasi
telah  sejalan  qengan  peraturan  yang  terkalt,  terutama
peraturan  penmdang-undangan  tentang  tind`ak  pidana
korupsi,  tindak  pidana  pencucian  uang,  perlindungan
saksi dan korban serta peraturan mengenai penerapan tata
kelola yang baik.

c)      Organisasi            telah            mengembangkan            dan
mengimplementasikan       budaya       anti       Kecurangan
organisasi. |Jika budaya organisasi belum selaras dengan
budaya anti Kecurangan, organisasi telah merencanakan
dan  mengalokasikan  sumber  daya  untuk  membangun
buda.ya anti Kecurangan organisasi.
Pimpinan  organisasi  meletakkan  dasar-dasar  nilai  dan
budaya organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi,
sesuai  dengan  visi  dan  misi,  mendukung  tujuan  dan
sasaran organisasi dan dioperasionalkan dalam berbagai
bentuk kebijakan.  Budaya organisasi merupakan norma-
norlna, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat



dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota
organisasi yang kemudian dijadikan standar perilaku atau
acuan organisasi dalam melakukan aktivitas organisasi.
Buda.ya    memiliki    kaitan    erat    dengan    Pengendalian
Kecurangan.  Organisasi yang menjunjung  tinggi  budaya
kejiijiiran,  integritas,   darn  nilai-nildi  lrihur  atan  lebih
efektif dalam mengendalikan serta meminimalisasi Risiko
Kecurangan   pada   organisasi.   Efektivitas   Pengendalian
Kecurangan   teljadi   pada   dua   tataran   strategis   dan
operasional.  Dalaln  tataran  strategis,  budaya  organisasi
dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian
visi   misi   organisasi.   Pimpinan   menetapkan   kebijakan
penciptaan nilal - nilai yang selaras dan mendukung dalam
pencapaian visi nisi organisasi. Dalaln tataran operasional
ketika budaya organisasi sudah terbentuk, maka pimpinan
merumuskan       kebij akan       operasional       sehari-hari
menyesuaikan  dengan  budaya  organisasi.   Secara  lebih
rinci,  budaya dan  sasaran  strategis tersebut dipedomani
melalui kode etik dan aturan perilaku serta penerapan tata
kelola yang baik.
Pemangku   kepentingan   yang   relevan   telah   dilibatkari
dalam pengembangan Kebijakan Anti Kecurangan.
Komitmen   anti   Kecurangan   diteljemahkan   ke   dalam
regulasi yang lebih rinci  secara tertulis, jelas,  tegas  dan
mudah dimengerti.

I)       Kebijakan   Anti   Kecurangan   telah   diinformasikan   dan
diketahui oleh semua pegawai.

g)      Kebijakan   Anti   Kecurangan   telah   diimplementasikan
dalam kegiatan operasional sehari-hari organisasi.

h)      Organisasi   melakukan   Reviu  terhadap   Kebijakan  Anti
Kecurangan secara berkala.

i)       Jika     orgariisasi     belum     memiliki     Kebijaken     Anti
Kecurangan,     ®rganisasi     telah     merencanakan     dan
menetapkan  anggaran  untuk  menyusun  Kebija-kan  Anti
Kecurangan.

b.      Atribut  Struktur Anti Kecurangan
1.      Eksistensi Atribut

Dokumen  peraturan,  sul.at keputusan  atau  dokumen  sejenis
lainnya tentang pembentukan unit kelja (bagian, bidang)` atau
satgas, tim, komite, pokja atau bentuk pengorganisasian lainnya
yang bertanggung jawab atas manajemen Risiko Kecurangan.

2.      Indikator Atribut
a)      Pembentukan       dan       penetapan       struktur       telah

memperhatikan komposisi kompetensi secara kolektif dan
kecukupan sumber da.ya. Apabila berupa bagian/bidang,
selain  kompetensi,  kesesuaian  tugas  pokok  dan  fungsi
bagian/bidang      tersebut      harus      menjadi      bahan
pertimbangan.



b)      Jika berupa satgas atau pokja, unit tersebut merupakan
gabungan  dari  beberapa  fungsi  misalnya  Audit  intern,
manajemen  risikoj   fungsi   Sumber  Daya   Manusia  dan
fungsi hukum sesuai tata kelola dan kebrituhan organisasi.
Struktur  dibentuk  dan   ditetapkan   berdasarkan   surat
keputus?n pimpinan organisa§i. -
Uraian tugas dan jabatan dapat menjadi bagian dari surat
±.?putusan tersebut atau diuraikan secara telpisah dalam
prose.drir atati aturan lain organisasi.
Uraian    tugas    dan    ].aba.tan    yang    disusun    harus
mencerminkan garis komando dan/ atau koordinasi dalam
upaya    Pengendalian     Kecurangan.     Koordinasi    yang
dimaksud  dapat  berupa  pertukaran  inforrnasi  kejadian
risiko hasil temuap fungsi..Audit intern sebagai masukan
bagi proses manajemen risiko.

3.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Uraian tugas danjabatan para pegawai dalam stmktur Anti

Kecurangan    telah    dilaksanakan    dan    pelaksanaannya
terdokumentasi dengan baik.

b)     Reviu  atas  kinelja  Struktur  Anti  Kecurangan  dilakukan
secara berkala.

c)     Reviu  dilakukan  atas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dan
efektivitas Struktur Anti Kecurangan.

d)     Reviu atas kinelja struktur Anti Kecurangan diiakukan oleh
unit/personal diluar struktur tersebut. Apabila dilakukan

g:£a=nB£L§ke=argaga¥re£¥iEa¥:#±t€i!a_kykap~`eeqga+n
e)     Atas hasil Reviu dilakukan monitoring tindak lanjut.

e;      Atribut standar perilaku dan Disiplin-          -1-.-- ` ` -Ek-sis-ten-5i Atri.b-dt    ---------.-- `

a)     Kode   etik/   standar   perilalm   yang   ditetapkan   melalui
peraturan atau surat keputusan;

b)     Surat    keputusan    pembentukan    struktur    atau    unit
pemantau  dan  penegak  kepatuhan  terhadap  kode  etik/
stapdap perilafu.

2.      Indikator Atribut
a)     Kode etik/ standar perilaku telah:

1)     inehgafui htibtlfigari afifar p-einajlgkti ke-p-a-fitifigafi  di
dalam organisasi serta mengatur hubungan organisasi
dengan pihak ekstemal;

`2)'     mendefinisikan kriteria yang jelas  mengenai perilaku
Kecurangan;

3)     S.elaras  dengap  budaya. anti  Kecurangap  or.gariisasi,
lingkungan bisnis organisasi, dan regulasi terkait;

4)     mendukung visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  strategis
organisasi.

b)     Sanksi/hukuman   terhadap   pegawai   yang   melakukan
Kecurangan  telah  didefinisikari  dalam  kode  etik/standar
perilaku.

c)     Unit   kerf a   yang   berwenang   telah   memastikari   sariksi
terhadap pelanggar diberikan secara adil,

'



3.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Seluruh  pegawai  telah  mengetahui  dan  memahami  kode

etik/ standar perilaku yang ditetapkan organisasi.
b)     Organisasi melakukan sosialisasi kepada pegawai baru dan

a,ecara   berkala   melakukal}   s.Qsiatis.as.i   ke,mt2ali   kep.ada
fieBa`giv-al laria.

c)     Kode    etik/standar    perilaku    yang    ditetapkan    telah
dilaksanakan secara konsisten.

d)    Terdapat  persepsi  bersalna  bahwa yang  dijadikan  acuan
utama  sebagal  perilaku  etis  adalah  keseluruhan  kode
etik/standar  perilaku  yang  ditetapkan,  standar  profesi,
peraturan  perundang-undangan,  dan  peraturan  internal
organisasi.

e)     Organisasi melakukan Reviu secara berkala terhadap kode
etik/standar  perilaku  untuk  mengakomodasi  perubahan
yang  terjadi  dalam  lingkungan  organisas.i  s.erta  b.udaya
organisasi.

i)      Organisasi    melakukan    perubahan    kode    etik/standar
perilaku   secara  menyeluruh  apabila  kode   etik/standar
perilaku  bertentangan  dengan  tujuan  organisasi  untuk
menerapkan buda.ya anti Kecurangan.

d.      Atribut penilaian Risiko Kecurangan
1.      Eksistensi Atribut

Dokumen yang memuat kebijakan Penilaian Risiho Kecurangan
(FrczLtcz Risfe AS`sessme7it - ERA) yang pada umumnya merupakan
bagian dari kebijakan manajemen Risiko Kecurangan.

2.      Indikator Atrib.ut
a)     Kebijakan p'enilaian Risiko Kecurangan telah komprehensif

mencakup namun tidak terbatas pada:
1)     Kebijakan     untuk     melakukan     Penilaian     R-isiko

Kecurangan;
2)     Kebijakan   untuk   menindaklanjuti   haLsil   Penilala]i

Risiko KeGurangan;
3)     Ke`bijakan  untu-k  memantau  dan  melaporkan  Risiko

Kecurangan; dan
4)     Kebijakan   untuk   mengevaluasi   Risiko   Kecurangan

secara berkelanjutan.
b)     Kelengkap.an  kebijakeri yang  mencakup.  sisteng,  pros?dpr

dan metode dalam menetapkan konteks,  kriteria evaluasi
risiko serta identifikasi dan analisis Risiko Kecurangan.

3.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Kebijakan  Penilaian  Risiko  Kecurangan  dikomunikasikan

kepada seluruh tingkatan dalam internal organisasi
b)     Organisasi   melaksanakan   Penilaian   Risiko   Kecurangan

yang komprehensif untuk mengidentifikasi aktivitas yang
paling  rentan  terhadap  Kecurangan,  skema  dan  Risiko
Kecur-angan    yang    spesifik,    mengetahui    pihak    yang
menyebabkan    organisasi    mempunyai    risiko    terbesar,
menilai  tingkat  kemungkinan  dan  dampak  atas  masing-



masing     Risiko     Kecurangan     tersebut,     mengevaiuasi
aktivitas-aktivitas      Pengendalian      Kecurangan      yang
terpasang,   dan   mengimplementasikan   tindakan   untuk
memitigasi risiko residual.

c)     Penger|daliall  Kecurangan  didukurig  dengali  penyediaa];1
al6ka§i   daria,   Per-sonel,   darn   sararia   Pra§al-ira   §ecal:a
memadal.

d)     Faktor   kekuasaan   dan   wewenang  yang   melekat   pada
pimpinan unit kelja dipakai untuk tujuan mengelola Risiko
Kecurangan    secara    efektif    (tidak    membiarkan    atau
mengabaikan).

e)     Pimpinan  mendorong kepatuhan  bawahan  melalui  atensi
yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan
tran`sparansi,  penguatari  pesan-pesan  anti  Kecurangan,
perlakuan    adil,    dan    pengambilan    keputusan    yang
memp.ertimb,angkan pi_lad-nilai etis.

e.      Atribut Manajemen sumber Daya Marl-si;''`
1.      Eksistensi Atribut

a)     Dokumen kebijakan yang memuat tugas dan peran atasan
melakukan pembinaan kepada bawahan;

b)     Dokumen   kebijakan   yang   memuat   uji   tuntas   dalam
tahapan  merekrut,  menempatkan  atau  mempromosikan
seorang pegawai

c)     Dokumen kebijakan yang memuat larangan kepada seluruh
§etiap pihal{ dalam organisasi untuk melakukan tindakan
balasan,   diskriminasi,   atau   memberikan   sanksi   sosial
kepada Pelapor pelanggaran selalna berdasarkan niat baik
dan memiliki dasar/ bukti yang cukup.

2.      Indikator Atribut
a)     Sistem,  prosedur  dan  metode  pembinaan  atasan  kepada

bawahan.
b)     Sistem, prosedur dan metode czzJe czzzz.ge7ice dalaln tahaLpan

merekrut, menempatkan atau mempromosikan pegawai.
c)     Sistem,    proseduf    dan    metod-e   -pencegahan    find-akan

balasan,    diskriminasi,    atau    sanksi    kepada    Pelapor
pelanggaran yang beriktikad baik.

3.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Berdasarkan      pete.      RisikQ      Kecurapgap,      o.rgapis.asi

melakukan pemetaan a.tas setiap jabatan dalam organisasi.
Hasil    pemetaan    digunakan    oleh    organisasi    sebagai
pertimbangan   dalam   proses   pe-rekrutan,   penempatan,
mutasi, rotasi dan/atau promosi pegawai.

b)     Khusus  untuk  posisi-posisi  di  organisasi  yang  memiliki
Risiko Kecurangan yang tinggi berdasarkan hasil penilaian
Risiko Kecurangan, organisasi telah melakukan uji tuntas
dalam      tahapan      merekrut,       menempatkan       atau
mempromosikan seorang pegawai dalam po5i§i tersebut.

'



c)     Risiko   Kecurangan  telah   menjadi   pertimbangan   dalam
organisasi  melakukan  rotasi  dan/atau  mutasi  pegawai.
Risiko Kecurangan yang diakibatkan lamanya masa ken.a
pegawai  disuatu  unit  hams   menjadi   dasar  organisasi
melakukan  rQtasi  dali/ataJu  mutas`i..  Adapya  pe.rt±ba]Ian
f5ef§6riil akari rierijadi  §a§arari R6viii  §ecafa befk-ala alas
implementasi  prosedur  kegiatan  balm  dalarn  suatu  unit
ken.a.

d)     Dalam   menetapkan   mekanisme   pemberian   tunjangan
kineria, insentif dan bonus, organisasi telah secara berhati-
hati memperhatikan aspek kompensasi untuk memastikan
kewajaran nilai dan metode penghitungannya. Mekanisme
yang   dimiliki   organisasi   sebisa   mungkin   menghindari
adariya  dorongan  secara  langsung  atau  tidak  langsung
personel   untuk   terlibat   penyuapan   yang   diakibatkan
ketidakwaj aran terseb.ut.

e)     P-enilaian    kinelja   pegawal   dilakukan    secara   berkala,
keteljadian Kecurangan telah menjadi pertimbangan dalam
penilaian   kineja   pegawai   ataupun   unit   kelja.   Dalam
menetapkan    target    kineria    organisasi    perlu    secara
berhatihati   memperhatikan   aspek   ketercapaian   untuk
memastikan     kewajaran.     Mekanisme     yang     dimiliki
organisasi sebisa mungkin menghindari adanya dorongan
secara   langsung   atau   tidak   langsung   personel   untuk
terlibat   penyua-ban   yang   diakibatkan    ketidakwajaran
tersebut.

I)      Organisasi telah memberikan perhatian atas jab.atan/posis.i
yang   diiempati   oleh   star  atau  pekelja  tidak  tetap   di
organisasi namun memiliki Risiko Kecurangan.

I.       Atribut Manajemen pihak Ketiga
1.      Eksistensi Atribut

Dokumen yang memua.t kewajiban untuk dilakuken uji tuntaLs
dalam bekelja sama dan berinteraksi dengan pihak ketiga;

2.      ind'i.kator Atribu`t
a)     Sistem, prosedur dan metode pemetaan pihak ketiga.
b)     Sistem, prosedur dan metode penilaian risiko atas masing -

masing pihak ketiga.
c)     Sistem, prosedur dan metode yang mengintegrasikap due

diligence   sebagai  dasar  pengambilan  kepufusan  dalam
proses pemilihan pihak ketiga.

d)     Sistem,  prosedur  dan  metode  perlindungan  kontrak  dan
pemantauan atas kepatuhari terhadap kontrak.

3'.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Organisasi telah melakukan pemetaan pihak ketiga untuk

memahani  latar belakang masing-masing pihak  sebelum
berinteraksi dan melakukan kelja sama.

b)     Organisasi telah menyusun daftar pihak ketiga yang bekelja
sama dengan organisasi dan dengan siapa IIIereka terlibat.



c)     Organisasi telah meiakukan penilaian risiko atas masing-
masing  pihak  ketiga  atau  jenis/kelompok  pihak  ketiga
untuk  menentukan  seberapa  jauh  due  diligence  harus
dilakukan.

d)     Organisasi telah melakukan uji tuntas kepada pihak ketiga.
berdasarkan hasil penilaian Risiko KeGurangan;

e)      O`r-ganis-a-§i--menjadikafi  -fia§il   uji  -t-un-fas  -s-ebagai   dasar
pengambilan  keputusan  dalam  proses  pemilihan  pihak
ketiga.

I)      Organisasi     telah     memitigasi     risiko     dalam     bentuk
perlindungan  kontrak  dan  langkah-langkah  pemantauan
untuk meyakini kepatuhan terhadap kontrak-;

9.       Atribut sist~eri--Perapofaii`feling8-arin     -~   -------.---- `
1.      Eksistensi Atribut

Dokumen yang memuat kebijakan mengenai sistem pelaporan
pelanggaran  (zt;7iisf!ebzozuz.7tg - WBS),  saluran yang  digunakan
dan pengelola sistem pelaporan pelanggaran.

2 :       Indika.tor A.tribut-        -a)------Sis+t-em;-i)-roses dan metode mengenai:

1)     Mekanisme  penyampalan  informasi  sistem pelaporan
pelanggaran;

2)     Pengelolaan saluran sistem peiaporan peianggarali;
3)     Pengelolaan   data   dan   informasi   sistem   pelaporan

pelanggaran;
4)     Prosedur penyampaian laporan dugaan Kecurangan;
5)     Mekanisme perlindungan pelapor pelanggaran;
6)     Pihak-pihak    yang    didefinisikan     sebagai    Pelapor

pelanggaran;
7)     Standar  ukuran  dan  kriteria  lamanya  penanganan

informasi dugaan Kecurangan;
8)     Mekanisme pelaporan dugaan Kecurangan jika terduga

pelafu adalah pegawal tingkat pimpinan;
9) .  Jaminap perlindungap kepada Pelapc!r pelanggapan;`
10)  -Kebijckari  bariwi  se-tiap  Pelapor  p.elariggarali -berriak

memperoleh     informasi     mengenai     perkembangan
penanganannya  dan  organisasi  harus  menyediakan
pilihan untuk mengisi informasi identitas Pelapor atau
tanpa identitas.

b)     Penetapan saluran sisten} pelaporan pelanggaran seperti:
1).     nomor 'telepon atau fax;
2)     sosial media;
3)     alamatemail;,
4)     website  dan  aplikasi  sistem  pelaporan  pelanggaran;

dan
5)     kotak-saran;

c)     Pene'fapin pe-n§e-lola sistem pelaporan pelanggaran
Terdapat tim atau unit tersendiri sebagai petugas pengelola
informasi sistem pelaporan pelanggaran atau menyerahkan
pengelolaannya        kepada        pihak        luar        dengan
mequpTertimbapgkan fakto.I bia.ya dan in.a.a.fast..  Penetapan
firii ataii ririif peligeloia §i§t-err pelap6raji peiinggal-ari liafii§
dipastikan  telah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi,



serta sesuai dengan kondisi organisasi.  Petugas pengeioia
mengelola   informasi   dalam   sistem   pelaporan   dugaan
Kecurangan dan memastikan pihak-pihak yang berwenang
dapat memperoleh informasi tersebut.

3..      Care Mengimplementas.ikali Atrib.ut
a)     Bag-ari   aliir  periarigariari   iriforfua§i   diigaaii   Keeiil:chgari

disosialisasikan    secara    meluas,    dan    terpampang    di
tempattempat  yang  mudah  diketahui  oleh  pegawai  dan
masyarakat.

b)     Sistem pelaporan pelanggaran dikelola secara kredibel dan
memberikan    perlindungan    kepada    Pelapor    sehingga
kepedulian  meningkat  dan  memberikan  efek  penggentar
yang efektif.

c)     Informasi mengenai prosedur sistem pelaporan pelanggaran
dan  perlindungan  Pelapor  serta  saluran  khusus  telah
diinfQrmasikan   secara.  meluas.  ke   s.eluruh  p.egawal  da];I
pihak terkait.

d)     Reviu    atas    sistem    atau    prosedur    sistem    pelaporan
pelanggaran  dilakukan  secara  berkala.  Reviu  dilakukan
untuk  menilai  keefektifan  sistem  atau  prosedur  sistem
pelaporan    pelanggaran    dalaln    rangka    implementasi
Pengendalian   Kecurangan   serta  mencakup  pemenuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

e)     Reviu    atas    sistem   atau    prosedur    sistem    pelaporan
pelanggaran dilakukan olen unit/personal diluar striiktur
tersebut. Apabila dilakukan oleh unit terkait maka dapat
dilakukan dengan menambahkan pada uraian tugas..

fl      Atas hasil Reviu dilakukan monitoring tindak lanjut.

h.      At-ribut Deteksi proaktif
1.      Eksistensi Atribut

a)     Dokumen yalig memuat kebijakan pemantauan secara `aktif
atas  indikator  risiko,  gejala  Kecurangan  (rec! jzqg)  yang
tejadi  di  organisasi.   Gejala  Kecurarigan  dapa-I  berupa
perubahan  gaya  hidup  dan  anomali-anomali  lain  seperti
pegawai yang tidak mau cuti, dokumen yang hilang, analisis
yang tidak logis dan lain sebagainya;

b)     Pedomap    atau    panduan    Reviu    analitik,    wawapc.era
penilaian  Kecurangan,  Audit/penilaian  pada  saat  proses
kegiatan  to7iob{tg ALtczz.£),  Audit  secara  mendadak  (szJxp7ise
Aztczz.f) dan pengawasan melekat.

2.      Indikator Atribut
a)     Prosedur didokumentasikan secara jelas dalam kebijakan,

pedoman, prosedur, instruksi kelja yang ada di organisasi.
Pegawai  yang  mengetahui  bahwa  atasannya  mengawasi
gejala Kecurangan dalam pekeljaannya akan berpikir lebih
panjang untuk melakukan Kecurangan.



b)     Fungsi intemal Audit telah memiliki mekanisme yang aktif
untuk    mendeteksi    Kecurangan.    Audit    intern    wajib
mewaspadai         gej ala-gej ala         Ke curangan         seperti
ketidakwajaran     penyajian,     kesalahan     penghitungan,
penyimpangan,  inefisiensi,  dali  ine`fektivita.S.  Pads  a.t2a:tu
ke8iatin.

c)     Prosedur deteksi berbasis Risiko Kecurangan.
d)     Terdapat pedoman deteksi dini antara lain:

1)     Proses Reviu Analitik
2)     Berdasarkan   hasil   identifikasi   Kecurangan,   fungsi

internal  Audit  dapat  mendesaln  sebuah  parameter
untuk    menjadi    sistem    peringatan    dini    adanya
perbuatan  Kecurangan.  Fungsi  internal  Audit  akan
memantau    seluruh   informasi   yang   berasal    dari
pelaporan   pemilik   risiko   yang   dilakukan    secara
periodik.  Perubahan  tren  yang  signifikari  di  dalam
laporan  dapat -menjadi  indikasi  adanya  perbuatan
Kecurangan di area tersebut.

3)     Wa.wancara      penilaian      Kecurangan      (wawancara
investigatiq
Seca]-a  teori,   sikap  dari  pegawal  menjadi  indikator
adanya  potensi  permasalahan  dan  cara yang  paling
efektif untuk menilai kemungkinan Kecurangan adalah
menanyakan   langsung   kepada   pegawai   tersebut.
Dalam      melakukan      Audit,      tiri  --Audit      dapat
menggunakan  teknik wawancara  langsung  terhadap
p.egawai  dan  p.imp`inan Auditi.  Wawancara dilakukapl
tanpa     adanya     unsur     menuduh     pihak     yang
diwawancarai.   Pertanyaan  dimulai  dari  pertanyaan
umum dan dilanjut-kan dengan pertanyaan yang lebih
spesifik terkait perbuatan Kecurangan di lingkungan
kelja pegawal,

4)     Audit/penilalan  pada  saat  proses  kegiatan   (Probtry
AwcZz'!)

Probity    Audit    merupakan    penilaian    independen
terhadap     proses     kegiatan,     misalnya     kegiatan
pengadaan  baiang/jasa,  untuk  meyakinkan  proses
tersebut telah  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai
dengan prinsip penegakan integritas,  keb6naran  dan
kejujuran   dan   memenuhi   ketentuan   perundangan
ber-1afu.

5)      Audit secara Melldadak (Szjxp7isG AIfczz.€)
Selain melakukan deteksi Kecurangan secara reguler.,
prosedur Audit secara mendadak perlu dilakukan atas
proses bisnis yang memiliki Risiko Kecurangan di atas
rendah.   Prosedur   surprise  Audit  bertujuan  untuk
menemukan   perbuatan   Kecurangan   yang   sedang
terjadi   dan   meningkatkan   persepsi   pegawai   akan
kemungkinan terdeteksi perbuatannya. Unsur szt7pdse



tersebut     akan     meningkatkan     efektivitas     atas
pengendalian  ini.  Prediksi  akan  adanya  Audit  akan
mengakibatkan  pelaku  Kecurangan  memiliki  waktu
untuk     menyembunyikan     perbuatannya     dengan
memanipulasi,    menghancurkan,    atau    mengubah
pencatatan atau bukti -yang terkait.

e)     Organisasi  t6lah  memiliki  mekanisme  untuk  melakukan
r!?pgawasan melekat di semua proses bisnis.

?.      Card Me`ngimple-Inentasikafi Atribut
a)     Gejala  Kecurangan  telah  diidentifikasi  secara  jelas  dan

dapat diakses oleh pihak yang melakukan pemantauan.
b)     Atasan   pemilik   Risiko    Kecurangan    telah   melakukan

pemantauan   di   seluruh   proses   bisnis/proyek/kegiatan
rap.g  a_¢a  di  organi.§asi  terutama  di  area  yang  memiliki
Risiko Kecurangan di atas rendah.

c)     Fungsi Audit intern telah menggunakan metode Audit dan
Monitoring     Berkelanjutan      (Co7tti.7iztozts     Aztc!rfu.7ig     cz7ic!,
CorLtinuous Monitoring - CACAO.,

d)     Fungsi Audit intern telah melaksanakan Audit/  penilaian
pada saat proses kegiatan tr)robffty AZJc!z.€) ;

e)     F\mgsi  Audit  intern  telah  melaksanakan  Audit   secara
mendadak (stt7pnise Aztc!z.f) ;

I)      Fungsi   ATdit   intern   telah   memiliki   Auditor   dengan
kompetensi  terkait  manajemen  Risiko   Kecurangan  dan
mekanisme deteksi dini di organisasi.

i;      i.i-_ribE[sI]%¥:=tigasibut

a)      Pedoman     investigasi     atau     Audit     khusus     untuk
membuktikan   perbuatan   Kecurangan   dan   mekanisme-rintuk -`inein-peieleh   informasi `~a-ival-- me`ri-g-enal ``di8ain

Kecurangan.
b)      Dokumen   kebijakan  yang   memuat  kriteria  kompetensi

spesifik  atau  keahlian  khusus  bagi  pegawai  yang  akan
melakukan inve stigasi.

c)      Do!qJmen  kebijakan  ysng  memuat  mekanisme  khusus
untuk   melakukan   investigasi  jika   dugaan -Kecurangan
dilakukan ol.eh, pimpinan organisasi.

2.       Ifidik-a-€Of Atribut

3.

a)     Tahapan yang harus dilakukan dalam proses investigasi;
b)     Pengaturan yang jelas dan spesifik unit kelja atau fungsi

yang bertanggung jawab melakukan investigasi;
c)     Unit/bagian yang  ditunjuk  melakukan  investigasi  sesuai
_      d_e_ngap tugas pokok dan.fu.pgsinya.
Cara M engimplementasikan Atribut
a)     Dugaan  kejadian  Kecurangan  telah  dilakukan  investigasi

oleh pihak yang kompeten dan independen.
b)     Selama proses investigasi, informasi yang diperoleh bersifat

rahasia  dan  hanya  pihak  yang  bervenang  yang  dapat
mengakses informasi tersebut.

c)     Pegawai   yang    bertugas    melakukan    investigasi    telah
mendapatkan pelatihan yang memadai.



d)     Unit/bagian yang bertugas melakukan investigasi memiliki
akses   terhadap   saluran   sistem  pelaporan   pelanggaran
(whistleblowi:ng system) =

e)     Ketika   tidak   memiliki   sumber   daya  yang   cukup   dan
kompeten,  org.anisasi menggunakan tenaga ahli ekstemal
atau    meneruskan    kepada.   instansi    lain   yang    lebih
kompeten, atau bekelja sama dengan instansi lain.

j...        A_tri~bti.t_ Tip.a_ak_ap. K_QIek.t.if
1.      Eksistensi Atribut

Dokumen yang memuat kebijakan Tindakan Korektif
2.      Indikator Atrib.ut

a)     Kriteria jenis  Kecurangan yang akan  dilakukan  tindakan
tertentu.

b),    Jepis  tindakan  _kor_ektif,  antara  lain  hukuman  disiplin,
pelaporan  kepada  Instansi  yang  Berwenang,  pemuiihan
aset,   atau   tindakan   lalnnya   sebagal   wujud   Tindakan
Korektif yang- ak-an diambil.

c)     Tindakan  yang  diambil  oleh  organisasi  bergantung  pada
fakta dan temuan yang dihasilkan dari proses investigasi.

d)     Kriteria-kriteria   yang   digunakan   sebagai   dasar   dalam
pemilihan Tindakan Korektif.

e)     Mekanisme pemberian hukuman disiplin,
P      Organisasi   dapat   mengambil   hukuman   disiplin   yang

mencakup  pemecatan,  penurunan  pangkat,  penundaan
kenaikan pangkat, atau pemberian peringatan.

g)     Meka.nisme pelaporan kepada Instansi yang Berwenang;
O+8~afii-s-a§-i- dapa-t  ri-e~n6rii§kin  ka-a-u-s  ke-  Ai5arat ~P-e~fiegak
Hukum  atau  Instansi  yang  Berwenang  lainnya.  Aparat
Penegak- Hulmm dapat diberikan akses ke  informasi dan
suinbei`     da-ya+`   tambah-an ~`  jan8``n  dai]at`-+-  membafit-u
pengungkapan kasus.  Selain itu, penerusan kasus untuk
penuntutan pidana dapat meningkatkan efek jera;

h)     Mekanisme pemulihan aset
Pemulihan  aset  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang
meliputi    pengumpulan    inforlnasi    dan    bukti    melalrii-
penelusuran aset, pembekuan aset, dan pengeribalian aset
yang diperol.eh a_ari perbt}atan Kecurangan dengan tuj..t|gri
tinttlk  mefnulihkan  ke.rugian  atau  mefigtifangi  ke±iigiafi
yang dialami oleh organisasi.
Organisasi  dapat  melakukan  tindakan  perdata  terhadap
para pelaku untuk memulihkan  kerugian organisasi  dan
biaya investigasi.

i)       Mekanisme pergeseran konsepsi (rejin77'iz.7ig) budaya;-
Organisasi    menetapkan    langkah-1angkah   yang   harti§
dilakukan organisasi untuk mencapai perubahan budaya
organisasi  menjadi  organisasi yang memiliki budaya anti
Kecurangan.   Seianjutnya   diiakukan   evaluasi   terhadap
pelaksanaan pergeseran konsepsi buda.ya tersebut.



3.      Cara Mengimplementasikan Atribut
a)     Segala tindakan yang diambil, diterapkan secara konsisten

ke      semua     tingkat     pegawai      (termasuk     pimpinan
pemerintahan, pimpinan organisasi, direksi dan komisaris).

b)     Manajemen     berkonsultansi    dengan    fungsi    hukum/
periasihat  hukum  sebefum  mengarnbil  tindakan  disiplifi,
perdata, atau pidana.

c)     Monitoring   tindakan   korektif   yang   telah   dipilih   oleh
organisasi diserahkan kepada fungsi Audit intern.

d)     Fhngsi  Audit  intern  telah  memastikan  bahwa  tindakan
korektif telah  dilakukan oleh  organisasi  secara tepat dari
cepat.

e)     Organisasi  telah  melaporkan  kasus  Kecurangan  kepada
pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.   Pelaporan   kepada   Instansi   yang
berwenang dapat dilakukan kepada aparat penegak hukum
seperti kepolisian,  kejaksaan,  dan  komisi  pemberantasan
korupsi.


